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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM DAN  

STRUKTUR KETATANEGARAAN 

 

A. Negara Hukum 

Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri 

di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan 

merupakan syarat bagi tercapainya kebahagian hidup untuk warga negaranya, 

dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada 

setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang 

memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran 

yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan 

keseimbangan saja.27 

Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung 

oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku Politica. Plato 

mengemukakan konsep nomoi yang dapat dianggap sebagai cikal-bakal 

pemikiran tentang negara hukum. Aristotoles mengemukakan ide negara 

hukum yang dikaitkannya dengan arti negara yang dalam perumusannya 

masih terkait kepada “polis”. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara 

bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang 

menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi 

warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia 

                                                 
27 Moh. Kusumohamidjojo dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara 

Indonesia, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 153. 
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yang bersifat adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka 

terciptalah suatu “negara hukum”, karena tujuan negara adalah kesempurnaan 

warganya yang berdasarkan atas keadilan. Dalam negara seperti ini, 

keadilanlah yang memerintah dan harus terjelma di dalam negara, dan hukum 

berfungsi memberi kepada setiap apa yang sebenarnya berhak ia terima.28 

Ide negara hukum menurut Aristoteles ini, tampak sangat erat dengan 

“keadilan”, bahkan suatu negara akan dikatakan sebagai negara hukum 

apabila suatu keadilan telah tercapai. Konstruksi seperti ini mengarah pada 

bentuk negara hukum dalam arti “ethis” dan sempit, karena tujuan negara 

semata-mata mencapai keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut 

dinamakan teori-teori ethis, sebab menurut teori ini isi hukum semata-mata 

harus ditentukan oleh kesadaran ethis kita mengenai apa yang adil dan apa 

yang tidak adil.29 

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang 

diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari 

pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan 

untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum 

yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat 

secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; 

ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas 

kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan 

pemerintahan yang berkuasa. Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles 

                                                 
28 Ibid, hlm. 154. 
29 Ibid, hlm.  155. 
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mengemukakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu 

negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan 

dan apa akhir dari setiap masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-

aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.30 

Konsep negara hukum yang dikembangkan oleh Plato dan Aristoteles 

lahir beberapa puluh tahun sebelum Masehi. Pada perkembangan berikutnya 

kelahiran konsep negara hukum sesudah Masehi didasarkan pada sistem 

pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu, seperti dikemukakan oleh 

beberapa ahli. 

Nicolo Machiavelli (1469-1527) seorang sejarawan dan ahli negara 

telah menulis bukunya yang terkenal “II Prinsipe (The Prince)” tahun 1513. 

Machiavelli hidup pada masa intrik-intrik dan peperangan yang terus-menerus 

di Florence, di mana pada waktu tata kehidupan berbangsa dan bernegara 

lebih mengutamakan kepentingan negara. Tata keamanan dan ketentraman, Di 

samping keagungan negara, harus merupakan tujuan negara, supaya Italia 

menjadi suatu negara nasional. Dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita itu 

raja harus merasa dirinya tidak terikat oleh norma-norma agama atau pun 

norma-norma akhlaq. Raja dianjurkan supaya jangan berjuang dengan 

mentaati hukum; raja harus menggunakan kekuasaan dan kekerasan seperti 

halnya juga binatang.31 

                                                 
30 Ibid. 
31 Marbun, S.F., dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII 

Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 4. 
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Penguasa menurut Machiavelli, pimpinan negara haruslah mempunyai 

sifat-sifat seperti kancil untuk mancari lubang jaring dan menjadi singa untuk 

mengejutkan serigala. Raja atau pimpinan negara harus memiliki sifat-sifat 

cerdik pandai dan licin ibarat seekor kancil, akan tetapi harus pula memiliki 

sifat-sifat yang kejam dan tangan besi ibarat seekor singa; seperti “A prince 

being thus obliged to know well how to act as a beast must imitate the fox and 

the lion, for the lion cannot protect himself from traps and the fox cannot 

defend himself from wolves. One must therefore be a fox to recognise traps, 

and a lion to frighten wolves”. Demikian beberapa anjuran Machiavelli 

kepada raja untuk menerapkan absolutisme dalam negara. Maksudnya agar 

negara Italia menjadi negara besar yang berkuasa.32 

Jean Bodin (1530-1596) juga menganjurkan absolutisme raja. Raja 

harus mempunyai hak mutlak membuat undang-undang bagi rakyatnya yang 

diperintah. Kedaulatan itu puissance absolute atau kekuasaan mutlak yang 

terletak di dalam tangan raja dan tidak dibatasi oleh undang-undang. Karena 

yang membuat undang-undang itu raja, maka tidak mungkin pembuatnya 

diikat oleh buatannya sendiri. Akan tetapi berlawanan dengan Machiavelli, 

Jean Bodin mengatakan bahwa raja itu terikat dengan hukum alam. Lebih 

lanjut Jean Bodin memandang kekuasan yang terpusat pada negara yang 

makin lama makin tegas tampak dalam bentuk kekuasaan raja. Karena itu 

                                                 
32 Kranenburg, Ilmu Negara Umum, terjemah Tk. B. Sabaroedin, J.B. Wolters-Groningen, 

Jakarta, 1955, hlm. 51. 
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disimpulkannya, bahwa dasar pemerintah absolut terletak dalam kedaulatan, 

yaitu kekuasaan raja yang superior.33 

Thomas Hobbes (1588-1679) berpendapat bahwa manusia sebelum 

hidup dalam lingkungan masyarakat bernegara, hidup dalam alam. Dalam 

keadaan alami itu manusia mempunyai hak alami yang utama, yaitu hak 

utama mempertahankan diri sendiri. Dalam situasi demikian itu manusia 

merupakan musuh bagi manusia lainnya dan siap saling menerka seperti 

serigala, akibatnya ialah merajalelanya peperangan semuanya melawan 

semuanya. Namun, dibimbing oleh akalnya manusia mengerti bahwa bila 

keadaan yang demikian itu diteruskan, semuanya akan binasa. Oleh karena itu 

manusia lalu bergabung memilih penguasa yang menjamin hukum malalui 

suatu perjanjian sosial. Dalam teori Hobbes, perjanjian masyarakat tidak 

dipakai untuk membangun masyarakat (civitas) melainkan untuk membentuk 

kekuasaan yang diserahkan kepada raja. Raja bukan menerima kekuasan dari 

masyarakat melainkan ia memperoleh wewenang dan kuasanya kepada raja, 

maka kekuasaan raja itu mutlak.34 

Dikemukakan di atas beberapa ahli yang secara ekstrim menyatakan 

pendapatnya untuk membenarkan sistem pemerintahan yang bersifat absolut 

guna diterapkan dalam kehidupan bernegara. Memang apabila ditelusuri lebih 

jauh pandangan ini, tentu kita akan melihat bahwa konsepsi mereka 

dilatarbelakangi oleh adanya situasi negara yang buruk di masa mereka hidup, 

                                                 
33 Theo Huijber, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1995, 

hlm. 57. 
34 Ibid. 
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sehingga bagi mereka negara atau penguasa yang kuat diperlukan untuk 

mengatasi peperangan yang terjadi waktu itu. 

Di Indonesia istilah negara hukum, sering diterjemahkan rechtstaats 

atau the rule of law. Pernyataan mengenai Indonesia adalah negara hukum 

tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah 

negara hukum. Negara hukum pada prinsipnya mengandung unsur-unsur:35 

1. Pemerintahan dilakukan berdasarkan undang-undang (asas legalitas) di 

mana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata-

mata ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-undang; 

2. Dalam negara itu hak-hak dasar manusia diakui dan dihormati oleh 

penguasa yang bersangkutan; 

3. Kekuasaan pemerintah dalam negara itu tidak dipusatkan dalam satu 

tangan, tetapi harus diberi kepada lembaga-lembaga kenegaraan di mana 

yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain, sehingga tercipta 

suatu keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga kenegaraan 

tersebut; 

4. Perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh aparatur kekuasaan pemerintah 

dimungkinkan untuk dapat diajukan kepada pengadilan yang tidak 

memihak yang diberi wewenang menilai apakah perbuatan pemerintahan 

tersebut bersifat melawan hukum atau tidak. 

 

 

B. Struktur Ketatanegaraan 

Salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya 

pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan dalam negara.36 Menurut 

Miriam Budiarjo kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau 

kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau orang 

                                                 
35 Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan 

Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 20. 
36 Ni’Matul Huda, Lembaga Negera Dalam Masa Transisi Demokrasi, UII Press, 

Yogyakarta, 2007, hlm. 64. 
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lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku menjadi sesuai dengan keinginan 

dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.37 

Max Weber mengartikan kekuasaan sebagai kesempatan dari 

seseorang atau kelompok orang-orang untuk menyadarkan masyarakat akan 

kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap 

tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan 

tertentu.38 Apabila dihadapkan pada persoalan kekuasaan, maka orang 

berpendapat bahwa kekuasaan itu sering diartikan hanya dalam politik saja, 

yakni kekuasaan dari perjuangan partai-partai politik untuk menduduki 

tempat-tempat yang penting dalam Negara, sehingga mereka dapat 

menentukan haluan negara yang menguntungkan bagi kedudukan mereka. 

Sedangkan kekuasaan dalam konteks negara, maka sesungguhnya 

negara mempunyai monopoli kekuasaan fisik. Menurut Von Yhering, negara 

sebagai salah satu organisasi dalam masyarakat dibedakan dengan organisasi-

oganisasi lainnya karena ia memiliki hak istimewa dalam mempergunakan 

kekuatan jasmaninya, misalnya:39 

1. Negara bisa memaksakan warga negaranya untuk tunduk kepada 

peraturannya, jika perlu dengan sanksi hukuman mati. 

2. Negara bisa memerintahkan warga negara untuk angkat senjata untuk 

membela tanah airnya, sekalipun ia berada di luar negeri. 

3. Negara berhak untuk menentukan mata uang yang berlaku, dan berhak 

pula untuk memungut pajak. 

 

                                                 
37 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 123. 
38 Kusnardi dan Bintan R.Saragih, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1994, hlm. 

56. 
39 Ibid, hlm. 117. 
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Dengan demikan, kekuasaan negara harus dibagi dalam tiga kekuasaan 

yang terpisah satu sama lain, kekuasaan Legislative yang membuat peraturan 

dan undang-undang, kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan undang-undang 

dan didalamnya termasuk kekuasaan mengadili, dan kekuasaan Federatif yang 

meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan Negara dalam hubungan 

dengan Negara lain (dewasa ini disebut hubungan luar negeri). 

Selanjutnya, pada tahun 1748, filosof Perancis Montesquieu lebih jauh 

dalam bukunya L’Esprit des Lois (The Spirit of Law), yang ditulisnya setelah 

melihat sifat sewenang-wenang dari raja Bourbon di Perancis, Montesquieu 

ingin menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya akan 

merasa lebih terjamin hak-haknya. Dalam uraiannya, Montesquieu membagi 

tiga kekuasan yang harus terpisah antara satu dengan yang lain, kekuasaan 

Legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang), kekuasaan Eksekutif 

(kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, tetapi oleh Montesquieu 

diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri), dan kekuasaan Yudikasi 

(kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang).40 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka demokratisasi dan 

pembatasan kekuasaan, dikenal adanya prinsip pemisahan kekuasaan 

(separation of power). Teori yang paling populer adalah gagasan sarjana 

Perancis bernama Montesquieu. Konsep Montesquieu menegaskan bahwa 

kekuasaan negara harus dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi Legislatif, 

Eksekutif, Yudikatif. Fungsi Legislatif biasanya dikaitkan dengan peran 

                                                 
40 Miriam Budiarjo, op.cit., hlm. 76. 
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lembaga parlemen atau “Legislature”, fungsi Eksekutif dikaitkan dengan 

peran pemerintah dan fungsi Yudikatif dengan lembaga peradilan.41 

Penerimaan dan pemahaman tentang teori ini mengalami banyak 

kendala karena dalam prakteknya, teori Montesquieu ini oleh sebagian 

sarajana dianggap utopis. Hal ini terbukti karena kenyataan bahwa tidak ada 

negara di Eropa, dan bahkan Perancis sendiri yang menerapkan teori itu 

seperti yang semula dibayangkan oleh Montesquieu. Oleh para sarjana, negara 

yang dianggap paling mendekati ide Montesquieu itu hanya Amerika Serikat 

yang memisahkan fungsi-fungsi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif secara 

ketat dengan diimbangi mekanisme hubungan yang saling mengendalikan 

secara seimbang. 

Konsep pemisahan jika dikaitkan dengan prinsip demokrasi atau 

gagasan kedaulatan rakyat, maka dalam konsep tersebut dikembangkan 

pandangan bahwa kedaulatan yang ada di tangan rakyat dibagi-bagi dan 

dipisah-pisahkan kedalam ketiga cabang kekuasaan negara itu secara 

bersamaan. Dengan harapan ketiga cabang kekuasaan itu dijamin tetap berada 

dalam keadaan seimbang, maka diatur mekanisme hubungan yang saling 

mengendalikan satu sama lain yang biasa disebut dengan prinsip “check and 

balances”. 

Perkembangan berikutnya penerapan konsep pemisahan kekuasan itu 

meluas keseluruh dunia dan menjadi paradigma tersendiri dalam pemikiran 

mengenai susunan organisasi negara modern. Bahkan pada konteks negara 

                                                 
41 Ibid, hlm. 81. 



 27 

Indonesia, ketika UUD 1945 dulu dirancang dan dirumuskan, pemahaman 

mengenai paradigma pemikiran Montesquieu ini juga diperdebatkan diantara 

para anggota BPUPKI. Mr. Soepomo, misalnya termasuk tokoh yang sangat 

meyakini bahwa UUD 1945 tidak perlu menganut ajaran pemisahan 

kekuasaan menurut pandangan Montesquieu. Oleh karena itu dalam pemaham 

banyak sarjana hukum kita, banyak sekali dikatakan bahwa UUD 1945 

tidaklah menganut paham pemisahan kekuasaan (separation of power), 

melainkan menganut ajaran pembagian kekuasaan (division of power).42 

Muhammad Yamin dalam sejarah awal kemerdekaan Indonesia pernah 

mengusulkan kepada Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk 

melakukan “judicial review” terhadap materi undang-undang, Soepomo 

menolak usulannya juga dengan menggunakan logika yang sama, bahwa UUD 

1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan, sehingga Mahkamah 

Agung tidak mungkin diberikan kewenangan menguji materi undang-undang 

yang merupakan produk lembaga lain, yang dalam struktur lembaga sejajar.43 

Pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan sebenarnya sama-

sama merupakan konsep mengenai pemisahan kekuasaan (separation of 

power) yang secara akademis, dapat dibedakan antara pengertian sempit dan 

pengertian luas. Dalam pengertian luas, konsep pemisahan kekuasaan 

(separation of power) itu juga mencakup pengertian pembagian kekuasaan 

yang biasa disebut dengan istilah “division of power”. 

                                                 
42 Ibid, hlm. 127. 
43 Kusnardi dan Hermaly Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, CV Sinar 

Bakti, Jakarta, 1998, hlm 97. 
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Pemisahan kekuasaan merupakan konsep hubungan kekuasaan yang 

bersifat horizontal, sedangkan konsep pembagian kekuasaan bersifat vertikal. 

Secara horizontal, kekuasaan negara dapat dibagi kedalam beberapa cabang 

kekuasaan yang dikaitkan dengan fungsi-fungsi lembaga-lembaga negara 

tertentu, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sedangkan dalam konsep 

pembagian kekuasaan (distribution of power atau divisoin of power) 

kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan atas bawah. 

Istilah “distribution“ di lingkungan negara Federal seperti Amerika 

Serikat, atau “division of power” biasa digunakan untuk menyebut mekanisme 

pembagian kekuasaan kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian. 

Di negara yang berbentuk kesatuan (unitary state), pengaturan mengenai 

pembagian kewenangan antar pusat dan daerah juga disebut “distribution of 

power atau division of power”. Oleh karena itu, secara akademis, konsep 

pembagian kekuasaan itu memang dapat dibedakan secara jelas dari konsep 

pemisahan kekuasaan dalam arti yang sempit tersebut. Keduanya tidak perlu 

dipertentangkan satu sama lain, karena menganut hal-hal yang memang 

berbeda satu sama lain.44 

Pasal 2 dan Pasal 3 UUD hasil amandement. MPR sebagai lembaga 

tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya 

seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Amandemen UUD 1945 

menghilangkan supremasi kewenangan MPR, menghilangkan kewenangannya 

menetapkan GBHN, menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden 

                                                 
44 Jimmy Ashidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, 

Jakarta, 2006, hlm. 125. 
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(karena Presiden dipilih secara langsung melalui pemilu), namun MPR tetap 

berwenang menetapkan dan mengubah UUD. Susunan keanggotaan MPR 

berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan angota 

Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu. 

Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B UUD, setelah amandemen UUD 

1954, posisi dan kewenangan DPR diperkuat. DPR mempunyai kekuasan 

membentuk UU (sebelumnya ada di tangan Presiden, sedangkan DPR hanya 

memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan 

RUU. Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah 

mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 

pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.45 

Pasal 22C dan Pasal 22D UUD hasil amandemen, DPD lembaga 

negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah 

dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah 

dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaanya 

dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. DPD 

dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. DPD 

mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang 

berkait dengan kepentingan daerah. 

Pasal 22E dan Pasal 22F UUD hasil amandemen, BPK berwenang 

mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah 

                                                 
45 Saldi Isra, Potret Fungsi Legislasi DPR, Pusat Kajian Hukum Wilayah Barat - Hukum 

Tata Negara, FH Unand, Padang, 2007, hlm. 5. 
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(APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan 

ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. BPK berkedudukan di ibukota 

negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. BPK berwenang 

mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen 

yang bersangkutan ke dalam BPK. 

Amandemen UUD 1945 membatasi beberapa kekuasaan Presiden 

dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian Presiden dalam 

masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial. 

Amandemen UUD 1945 memberikan kekuasaan legislatif sepenuhnya 

diserahkan kepada DPR dan membatasi masa jabatan presiden maksimum 

menjadi dua periode saja. Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta 

harus memperhatikan pertimbangan DPR. Kewenangan pemberian grasi, 

amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR. Amandemen 

UUD 1945 memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon Presiden 

dan Wakil Presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, 

juga mengenai pemberhentian jabatan Presiden dalam masa jabatannya.46 

Di dalam amandemen UUD 1945, Mahkamah Agung merupakan 

lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang 

menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 

24 ayat (1)). MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang dan wewenang lain yang 

diberikan undang-undang. Di bawah MA terdapat badan-badan peradilan 

                                                 
46 Tri Agung Kristanto, Perubahan Konstitusi, ke Arah Dominasi Parlemen., Media 

Indonesia, 18 Agustus 2006. 
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dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan 

Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 

kehakiman diatur dalam undang-undang seperti, Kejaksaan, Kepolisian, 

Advokat/Pengacara dan lain-lain. 

Setelah amandemen UUD 1945, keberadaan Mahkamah Konstitusi 

(MK) dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the 

constitution). MK mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, 

memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran 

partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas 

pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil 

presiden menurut UUD. Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan 

masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan 

oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan 

negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.47 

 

C. Lembaga Utama dan Lembaga Pendukung Dalam Struktur 

Ketatanegaraan 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga 

tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.  

Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan 

                                                 
47 Suko Witono, Problematika Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, 

Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, Malang, 2007, hlm. 10. 
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Perwakilan Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih 

secara langsung melalui pemilu. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat 

Posisi dan kewenangannya diperkuat. Mempunyai kekuasan 

membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR 

hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak 

mengajukan RUU. Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR 

dan Pemerintah. Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi 

anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar 

lembaga negara. 

3. Dewan Perwakilan Daerah 

Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi 

keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional 

setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat 

sebagai anggota MPR. Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat 

kesatuan Negara Republik Indonesia. Dipilih secara langsung oleh 

masyarakat di daerah melalui pemilu. Mempunyai kewenangan 

mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan 

kepentingan daerah. 

4. Badan Pemeriksa Keuangan 

Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan 

DPD. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan 
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negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil 

pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat 

penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki 

perwakilan di setiap provinsi. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi 

pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. 

5. Presiden  

Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata 

cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta 

memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan legislatif 

sepenuhnya diserahkan kepada DPR. Membatasi masa jabatan presiden 

maksimum menjadi dua periode saja. 

6. Mahkamah Agung 

Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu 

kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum 

dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)]. Berwenang mengadili pada tingkat 

kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang 

dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang. Di bawahnya terdapat 

badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan 

Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan 

Tata Usaha Negara (PTUN). Badan-badan lain yang yang fungsinya 

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang 

seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain. 
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7. Mahkamah Konstitusi 

Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi 

(the guardian of the constitution). Mempunyai kewenangan: Menguji UU 

terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, 

memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan 

memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran 

oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD. Hakim Konstitusi 

terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, 

DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga 

mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, 

legislatif, dan eksekutif. 

8. Komisi Yudisial 

Tugasnya mencalonkan Hakim Agung dan melakukan pengawasan 

moralitas dank ode etik para Hakim. 

 

 


